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LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DALRAH T1 'CKAT 11 KEBUMEN

NOMOR : 8 TAHUN: 199% SERI: .B  NOMOR 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT

™NT

vl

KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 1994
TENTANG
USAHA KESEHATAN SEKOL:H ( UKS )
KABUPATEN DAERAH TINGHAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

fenimbang

@. bahwa pokok kebijaksanaan Pembinaan dan
Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah"
(UKS) sebagaimana tercantum dalam dalam
Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri
Agama dan Msenteri Dalam Nezeri tanggal 3
September 1984 Nomor 0408a,0U/1984, Nomor
819/Men.Kes/SKB/IV/1984, Nomor 74 Tahun
1984 dan Nomor 60 Tahun 1984 tentang
Pokok Kebijaksanaan Pembinaan dan Pe-
ngembangan Usaha Kesehatan Sekolah; maka
dalam rangka usaha mencapai kemantapan
pembinaan dibidang . penyelenggaraan
pendidikan kesehatan. penyelenggaraan

relayanar, .. ... ..



Mangingat

b.

[SN]

pelayanan kesehatan dan pembinaan ling-
kungan kehidupan sekolah sehat dipandang
perlu adanya tindak laniut pelaksanaan—
nya di Kabupaten Daerah Tingkat II
Kebumen

pbahwa sehubungan dengan maksud tersebut
di atas, dipandang perlu mengatur dan
menetapkannya dalam Peraturan Daerah.

_ Undang-undang Nomor 13 Tahun 18950 ten -

tang Pembentukan‘Daerah*daerah Kabupaten
dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 -
tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomon 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 1288) ;

Undang~undang No$or 5 Tahun 1874 tentang
Pokok-pokok  Pemerintahan  di Daerah
({ Lembaran Negara Republik Indonesgia
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik }ndonesia Nomor 3037) :

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1888 tentang
gistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nemor 6, Tambahan Lembaran Negara Repu-
blik Indonesia Nomor 3380)
|

Undang-undang Nomor 23 Tahua 1982 ten -
tang Kesehatan ;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1875
tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban
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dan Pengawasan Keuangan Daerah {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1975

Nomor 5) ; .

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987:

tentang Penyerahan Sebagian Urusan Peme-

. rintahan dalam Bidang Kesehatan kepada

Daerah (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 1887 Nomor 9, Tambahan Lemba-

ran Negara Republik Indonesia Nomor:

3347) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1988

tentang Koordinasi Kegiatan Instansi
Vertikal di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indo—_:;

nesia Nomor 3373) ;

- Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan
Xebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri

Agama ‘dan Menteri Dalam Negeri tanggal 3
September 1984, Nomor O408a/U/198&,
Nomor 319/Men.Kea/SKB/IV/1984, Nomor 74/
Th/1984 dan Nomor 60 Tahun .1984 tentang

Pokok Kebijaksanaan Pembinaan dan Pen~

gembangan Usaha Kesehatan Sekolah ;

Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan

Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Septem-

684" a/MENKES/SKB/IX /1987

ber 1987 Nomor ————ee—e—ee_ —————————

87 Tahun 1987 .

tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan
Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;

Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tiné -,
kat II Kebumen Nomor 6 Tahun 1982 ten-
tang Susunan Organisssi dan Tatakerja

e i R G T T



Dengan

Menetarkan

Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat

II Xebumen (Lembaran Deorah Kabupaten
Daerah Tingkat I1 |[Kebumer Nomor Z Tahun
18983 Seri D).
Persetviuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
RKabujaten Laeran Tingkat 1I Kebumen
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH XABUFPATEN DAERAE TINGKAT
IT KEBUMEN TENTANG UBAHA XKESEHATAN SEKOLAH

(UKS3; DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 4

Tialam Peraturan Daerah ini

dengan :

a. Daerah adalah Kab
il Kebumen

b. Pemerinntah
Kabupaten Daerah

. Bupati Ker .a lae
pala Daeral Tingk

d. Usaha Kesehatan
nya disebut UKE
wahana untuk me
hidup sehat dan

Daeran
Tingkau

selanjutnya

veng dimaksud

upaten Daerah Tingkat

adalah Pemerintah
i1 Kebumen ;

rah az:i1lah “Supati Ke-
IT :=2bumen ;

_wgolah yang selargut
adalah salah satg

ningkatkan kemampuz

membentv
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perilalu hidup =ahat. vyang pada gilirannya
menghasilkan derajat kesehatan yang optimal :

e. Anak sekolah adalah anak-anak sekolah mulai
dari Taman Kanak-kanak (TK) atau yang sedera-
jat sampal de.pgan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas (S5LTA) aztau sederajat baik negeri
maupun swasta ;

f. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, -
termasuk Puskesmas Pembantu dan Puskesmas
Keliling di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat
IT Kebumen ;

g. Kartu Berobat adalah kartu untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan/pengobatan vang dilaksa-
nakan di Fuskesmas, Kabupaten Daerah Tingkat
I1 Kebumen secara cuma-~cuma ;

h. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehat-
an dasar dalam bentuk pemeriksaan Dberobat
Jalan yang dilakukan oleh Instansi Kesehatan
Daerah ;

=3

i. Instansi Kesehatan Daerah adalah Unit-unit -
Kesehatan Daerah vyang memberikan pelayanan
langsung kepada masyarakat yang meliputi
Puskesmas, dalam wilayah Rabupaten Daerah
Tingkat I1 Kebumen ;

3. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kebumen.

BAB 1I1I
TUJUAN
Pasal 2

UKS mempunyai tujuan sebagai berikut
a. Tujuan Umum
Peningkatan kemampuan hidup sehat dan derajat
kesehatan .......



kesehatan peserta d
iingkungan yang sehat
pertumbuhan dan pEerk
daan optimal dalam ra
Indonesia seutuhnya.

Tujuan EKhusus

Untuk memupuk kebiasaan

mempertinggi derajat
yang di dalamnya mend

- pengetahuan, sikap
melaksanakan prinsi
partisipasi aktif ¢
tan kesehatan di
Agama, di rumah §
masyaragkat ;

.

q

baik dalam

-
L]

sehat,
sosial

daya tangkal terhad
lahgunaan narkotik
haya. alkchol, rokd

BA]
PEMBINAAN D
[JSAHA KES
Bagia

U

Pa

Penyelenggaraan UKS bel
mencakup
a. Penyelenggaraan Pend

b. P

4i dalam upava peningga—

B
AN PENGEMBANGAN
FHATAN SEKOLAH
n Pertama

=]

rupa pokok program.

idikan Kesehatan

enyelenggaraan

idik serta menciptakan
., sehingga memungkinkan
rembangan vyang harmonis
ngka pembentukan manusia

hidup sehat dan
kesehatan peserta didik,
akup

dan Kketerampilan untuk
p hidup sehat serta ber-—

Perguruan
lingkungal

sekolah dan
angga maupun

.rti fisik, mental maupun

\

jap pengaruh buruk penya-
=3
hk dan sebagainya.

obat dan bahan berba-

I1I

m u m
al 3

vang

3
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b. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan :
c. Pembinaan Lingkur san Kehidupan Sekolah Sehat.

Pasal 4

(1) Pembinaan dan pengembangan UKS sebagaimana

(2

dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini,
dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat)
unsur Instansi., yaitu

a. Kantcr Departemen/Dinas Pendidikan dan -
Kebudayaan Kabupaten Kebumen ;

b. Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen;

c. Kantor Departemen Agama Kabupaten Kebu
men ;

d. Pemerintah Daerah.

Tugas dan fungsi masing-masing unsur Instan-
si sebpagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
adalah

a. Kantor Departemen/Dinas Pendidikan dan -
Kebudayaan Kabupaten Kebumen mempunyai
tugas dan fungsi membina dan mengembang-
kan program UKS melalui Jalur kurikuler,
termasuk di dalamnya :

-~ merumuskan kebijakan tehnis pengembang-
an kurikulum dan sarana pendidikan
kesehatan ;

- mengembangizan metodologi pendidikan ke-

sehatan ;

- mengembangkan ........




- mengembangkan modeﬁ pendidikan i
- melaksanakan supervisi, pengawasan, -
svaluasi dan pemantauan ;

- penelitian dan penéembangan.

Kantor Dinas Kesehatén Kabupaten Kebumen
mempunyai tugas dan fungsi membina dan
mengembangkan program-program UKS melalui
jalur ekstrakurikuler, termasuk di dalam-
nya :

- merumuskan kebijakan teknis pembinaan -
|
kesehatan sekolah j

- mengembangkan sistém pembinaan kesehat—
an sekolah ; ‘

- melaksanakan super?iai, pengawasan,
evaluagl dan pemantauan i
=

- penelitian dan pen?embangan.

Kantor Departemen Agama Kabupaten Kebumen
mempunyail tugas dan fungsi pembinaan dan
pengembangan UKS pada Perguruan Agama.
termasuk di dalamnya :

\

- merumuskan, melaksanakan dan mengaman -
kan kebijakan tqknis pem.:inaan dan
pengembang i UKS di Pergurucv: Agama ;

\

- melaksanakan supervisi, pengiwasan,

evaluasi dan pemantauan.

Pemerintah Daerah mempunyal tugas dan -
fungsi untuk bertanggung Jawab atas

pelaksangan . ..------




pelaksanaan rembinuaar dza pengembangan UKS.

: RBaziun Kedua
Penyelenggarsan Pendidikan Kesshatan
Pasa. &

Penyelenggaraan pendidilkan kesehatan dilaksana-
kan sebagai usaha bantuan yang diberikan pads
peserta didik yang berupa bimbingan dan atau
tuntunan kepada anak sekolah/peserta didik
tentang Kesehatan yang meliputi selurun aspek
pribadi (badan/fisik, 'mental dan sosial) agar
kepribadiannya dapat tumbuh dan berkembang
dengan baik.

Bagian Ketiga
Fenyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Pasal ()

Pelayanan Kesehatan dalam rangka UKS dilaksana-
kan berdasarkan ksbijakan operasional sebagai
berikut :

a. Pelayanan Kesehatan dalam rangka UKS adalah -
bagian dari fungsi Puskesmas sebagai pusat
pengembangan, pembinaan dan pelaksanaan upaya
kesehatan dalam Wilayah kerjanva ;

b. Upaya pelayanann kesehatan dalam rangka UKS —
terutama dilakukan melalui upaya peningkatan
dan pencegahan, yang diselenggarakan secara
terpadu dengan upaya penyembuhan dan pemuli-
han yang diperlukan ; A

c. Peningkatan Jangkauan pelayanan kesehatan da-
lam rangka UKS diusahakan melalui peran serta
mazyarakat serta rendelegasian wewenang



kepada tenaga bukan tenaga kesehatan

d. Mutu penyelenggaraan pelayanan kesgehatan da -
lam rangka UKS ditingkatkan secara bertahap
sesuai perkembangan Puskesmas.

!
Pasal 7

Berdasarkan atas kebijaksanaan operasional
sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah
ini, maka 8 kegiatan pelaysnan kesehatan vang
diselenggarakan dalam rangka UKS mencakup :

Perbaikan gizi ;
Kesehatan lingkungan ;
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ;
Penyvuluhan kesehatan : ‘

Pengobatan ; ‘

Kesehatan gigi dan mulut ;

Kesehatan Jjiwa !

Laboratorium sederhana. |

.

R A L0 TP

.

Bagian ﬂeempat
Pembinaan Lingkungan Kehidupan
Sekolah | Sehat

Pasal 8

Kebijaksanaan Pembinaan tihgkungan Kehidupan
Sekolah sehat dila’ -anakan dengan b=r bagal upaya
yang bertujuan untuk : |

a. Menunjang terwujudnya sékolah sebagai wivata
mandala (sekolah sebaga} lingkungan pendidi-
kan) ‘

b. Menunjang .......--
|

|
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- 13 o

d. Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)
atau yang sederajat sebesar Rp. 1.000,00
(seribu rupiah). ~

Pasal 14

Biaya sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan
Daerah ini disetor secara brutto ke Kas Daerah.

BAR VI
KARTU BEROBAT
Pasal 15

(1) Pengadaan Kartu Berobat dilaksanakan oleh -~
Instansi yang ditunjuk oleh Bupati Kepala
Daerah pada setiap tahunnya.

(2) Tata cara untuk mendapatkan XKartu Berobat di
tentukan lebih lanjut oleh Bupati Kepala
Daerah.

Pasal 16

{1) Kartu Berobat berlaku untuk Jangka waktu 1 -
(satu) Tahun Ajaran.

(2) Jika Kartu Berocbat nabis masa berlakunya ma—v
ka dilaksanakan pengadaan Kartu Berobat barwy
dengan tata cara Sebagaimana dimaksud Pasal,
15 ayat (2) Peraturan Daerah ini. '

Pasal 17

Bentuk, ukuran dan warna Kartu Berobat untuk

setiap ........
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Pasal Z0O
(1) Pelaksanaan ketentuan—-ketentuwan dalam Pera -
turan Dasrah ini dilakukasn oleh Instansi
vang ditunjuk.

12y Pengawasan atas berlakunya Peraturan Daersh
ini  menjadi tanggung Jawak  Inspektorat

Wilayah, Departemen Pendidikan dan Kebu-
o

dayaan, Uepartemen Agama, Dinas Pendapatan
Daasral dan Dinae FPendidikan dan Kebudayvaan

Kabuprfen Daerah Tingkat II Kebumen.
BAER VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Hal~-hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah
ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan
diatur kZemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Fasal 29

Feraturan Daerah ini mulail berlaku sejak tanggal
diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya
memerintehkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II1 Kebumen.

Kebumen, 28 Juli 1994
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
KETIiIJA
1., t.d t.t.d

ZAISAL SIPIET AMIN COEDIBYO
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PENJELAGSAR

PERATURAN DAERAH KAB‘PR EN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NCMOR 7 TAHUN 1894

USAHA KESEHATAN SEKOLAH ( UKS )
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT I1 KEBUMEN

Penjelasan Unurg

?aan Undang~undang Dassar
tujuan mencsrdaskan Aehl—
lu memberikan pembinaan dar

da anak-anal khususnys. anak
k -baiknyva Sebugal generasi
tu telah menindakx lanjuti
Pe;gtuﬁan Bersama Menterl PFendidikan dan
vaan, Menteri Keseshatan, Menteri Agama dan
ialam Negeri taﬁggal 2 Meptcnoﬁr 1984 Nomor
Nomor S/Men.Kes/BKB/IV/1984,. Nomor
an Nomor 60 Tanun 1884 te:.tang Pokok
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